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ABSTRAK

Bahwa uraian jabatan merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen
sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), guna
mengoptimalkan kinerja setiap pegawai; Dalam rangka kepastian hukum dan
tertib penyelenggaraan pembinaan kepegawaian perlu ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur; Sejalan dengan penataan kelembagaan organisasi
perangkat daerah, perlu disusun dan ditetapkan uraian tugas Dinas Pelayanan

Pajak.
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- Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Pemanfaatan;
4. Monitoring dan Evaluasi;
5. Ketentuan Penutup
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